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PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L)

WALIKOTA METRO,

bahwa schubungan dengan Kota Moo schagal Dacrah Otonom. maka Dalam
Penyelenggaraannya perlu mengator Pungutan Dacrah schagai sumber Pendapatan
Asli Dasrah yanpg merupakan salah saty penumang dalam Pembangunan Dacrah:

bahwa dalam rangka menariibkan dan mengefekhfkan Wajib Daftar Perusahaan
perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan dari Aparatur Pemeriniah;

bahwa sesum dengan  Undang-undang Nomor 22 labun 1999  tentapg
Pemenntahan Dagrah berdasarken pertimbangan schagaimana dimaksud  horaf
a dan b maka perlu dilempkan fentang Relnbusi Wapb Duftar Perusahaan,

Undang-undang Nomwor 11 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengpanti Lindang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tenfang PPerubahan Undang-
undang MNomor 2 Tabun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran MNegara Tahun
1962 Momor 54, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 1144 );

{Indang-undang MNomor & Tahun 1981 tentanpg Hokum Acara Pidana {1 embaran
Megara Tahun 1931 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209,

Undang-undang MNomor 3 Tahun 1982 temtang Wapik Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Megara Nomor
3247

Undang-undang MNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas {Lembaran
MNegara Tahun 19%3 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Momor 3611},

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati 11
Wav Kanan, Kabupaten Dati I1 Lampung Timur dan Kotamadva Dati [ Metro;
(Lembaran Negara Tahun 1999 NMomor 46, Tambahan Lembaran MNegara Momor
3825);

Undang-undang MNomor 22 'Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 19%% Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38800,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan
Pemerintah  Pugat dan Daersh {Lombaran hegara Tahun 19949 Momor 72,
Tambahan Lembaran Megara Momor 38517,

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 wentang Perebaban atas Undang-undang
Momor 18 Talum 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah { Lembaran
Megara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 1.embaran Negara Nomor 4066);

Peraturan Pemenintah Momor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan
Permbinaan dan Pengembangan Induston {Lembaran Mepara Tahun 1986 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330,
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. Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenanpan Propinsi sebapai Daerah Otonom {lembaran Megara Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 39327,

Peraturan Pemerintah Nomor &6 Tahur 2001 tentang Retribusi Daerah {|embarn
Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Momaor 4139),

Keputusan  Presiden  Repoblik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentanp
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bemtuk rancangan Undang-
undang, Rancanpan Pergluran Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden;

. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tenang pembentukan Susuman

Organizasi dan Tata Kerja Peranpkat Daerah {Lembaran Daerah Tahun 2001
Nomeor 01);

Keputusan Menleri Perdapangan Republik Indonesia Nomor 73/KP/1LY3 tentang
Ketentuan Tarif dan pengelolaan Biaya Admimstrasi Wanb Daftar Perusahaan:

Keputusan [Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kota Metro Nomor
I7L10%DPRID-KM 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraiuran Daerah Kol
Metro tentang Retrnibust Wajib Daftar Perusahaan;

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRD

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI WAIIB
DAFTAR PERUSAHAAN

BAB 1
KETENTUAN LIMUM

*a=al 1

Dalarn Peraturan Dacrak i yang dimaksud dengan

|

= o

Daerah adalah Dacrah Kota Metro;

Pemenniah Thaersh adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah (ionom yang
lain sebapai Badan Eksekulil Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRTY adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kot Metmo;

Pejabat adalah Pegawm yang dibem fugas tementu dibidang Perizinan sesua
dengan Peraturan Perundang-undangan Dacrah vang berlaku,

Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
T¥inas Dacrah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas vang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Bank adalah Bank vang ditunjuk oleh Pemerimtah Dacrah  untuk  fempat
Pembayaran Retribusi;

[aftar Perusahaan adalah Dafiar catatan resmi yang diadakan menurut atauw
herdasarkan ketentuan UT-WDP dan ataw Peraturan Pelaksanasn dan atau memuat

hal wajib didafiarkean oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejubal vang
berwenangr,
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Retribusi Perizinan Tertentu adalabh Retnibusi atas Kcgiatan tertentu Pemerintah
Daersh dalam rangka pembenan zin kepada orang piibadi atan badan untuk
pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan wnum dan menjaga kelestarian hingkungan:

Wajib Daftar Perusahaan adalab dafiar isian vang memuat data perusahaan, yang
diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab untuk
mendapatkan TDP;

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang
prekonomian yang dilakukan oleh setiap penpusaha untuk tujuan mempercleh
keuntungan dan atau laba,

. Perusahaan adalah setap bentuk usaha vang memjalankan schiap jems useha yvang

bersifat tetap dan terus menerus dan vang didinkan, bekerja serta berkedudukan
dalam wilavah Kota Mctro untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Penguseha adalah setiap orang perorangan atau persckutuan atau Badan Hukom
yvang menjalankan suatu jems perusahaan;

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruban atau
sehagian dan dikendalikan atau diawasi olch perusahaan lain vang pada umumnya
memiliki seluruh atau sehagian terbesar saham/modal vang ditempatkan dan anak

perusahaan;

Cabang Perusahaan adalah perusshaan yang menempatkan unit atag bagian dan
perusahaan induknya, vang dapat berkedudukan ditempat vang berlainan dan dapat
bersifat berdiri sendiri atau bertugas wntuk melaksanakan sebagian tugas dan
perusahaan induknya;

Apen Perusahaan adalah perusahaan yang diberikan kuasa untuk melaksanakan
sehagian lan vang diagen dengan suatu 1katan atau perjan)ian,

Perwakilan perusahaan adalah perusahasn vang bertindak mewakili kantor pusat
perusghaan untuk melakukan svalu kegiatan den atau penpurusannya ditentukan
sesuai dengan wewenang vang diberikan,

Kantor Pembantu adalah perusahasn yvanp menanpani sebasian tugas dari kantor
pusat atau cabangnya,

Perusahaan perorangan adalsh perusshasn yang dimiliki oleh perorangan vaitu
seorang manusia pabady yang jupa bertindak scbagar pengusaha yang menpurus
dan mengelola sendiri perusahaan miliknva itu termasuk di dalamnva seorang yang
mengurus dan menpelola atau menpawasi  seliap usahanya secara langsung dan
lidak merupakan suatu badan hukum atau suatue persekutuan;

Izin adalah usaha etaw surat keterangan yang dipersamakan dengan itu vang
diterbitkan oleh Dinas yang berwenang dan dibenkan kepada pengusaha untuk
dapail menjalam kegiatan wsahanva;

Penyidik Pegawai MNegeri Sipil wajib daftar perusahaan adalah pejabat/Pepawai
MNeger: Sipil tertentu dilingkungan penvelengeara WDP yang diber wewenang
olch UU-WDP untuk melakukan pengawasan dan penyvidikan tindak pidana
dibidang WDP untuk sclanjutnyva discbut PPNS WDP;

Surat Keletapan Retnbusi Daerah vang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Eetetapan vang meneniukan besarnya jumiah Betnbusi,

Surat Tagthan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan oleh sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;

Pengawas WDP adalah Pegawai Pemenintah Dagrah Kota Metro vang bekerja pada
unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat
vang berwenang untuk melakukan penpawasan terhadap setiap perusahaan sesuai
dengan ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannyva.

3
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BARB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBLIS]

Paszal 2

Dengan nama Retnibust Wayib Dafiar Perusahaan dipungut Retnbusi atas setiap
pelavanan pendaftaran perusahaan yvang diberikan aleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan Wb Dallar Perusahaan oleh Pemenntah
Diaerah yang meliputi -

Perseroan Terbatas (1.

Perschogtuan Comanditer (CY)

Koperasi.

Firma (Fa).

Perusahaan Perorangan.

. Badan Usaha yvang lain (BUL)

{2) Perusahaan vang dimaksud ayat ( [ } dapat bersctatus:
| Kantor Tunggal.

M Lh o e R

. 2. Kantor Pusat/Induk, kantor cabang, dan altau kantor pembantu perusabaan dan
kantor ranting.

3. Anak Perusahaan.
4. Kantor Besar.
5. Kantor Perwakilan Perusahaan,
Pasal 4
Subvek Retribusi adalah orang atau Badan vang memiliki atau mendirikan perusabaan.

BABII
GOLONGAN RETRIBLIS]

Pasal 5

Fetribust Wapb Daltar Perusahaan digolonekan Retnbos Mersanan lerientuo.

® BABR IV
WAINR DAFTAR PEREUSAHAAN
Paszal &

(1) Setiap pemilik perusahaan wapb mendattarkan perusahaan pada Pemernnlah
Dacrah;

(2) S3ctrap perusahaan vang telah terdaftar wapb melaksanakan daftar  ulang
perusahaannya pads Pemerintah Daerah setiap tahun;

BAB Y
CARA MENGUELR TINGKAT PENGGIINAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penyetoran Retribusi Perusahasn dihilung berdasarkan benfuk perusshaannya.

S deoKeprrem Falk e Koe "1'
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARITF RETRIBLIS!
Pasal &
(1) Setiap perusahaan yang didaflarkan dikenakan biava Retribusi vang besarnva
ditetapkan sebagai berikut :
a. Perscroan Terbalas (PT0. e, Rp. 100.000,_-
{seratus nbu rupiah)
b Roperasi (Kopl. ..o Rp, 5.000.-
(lima ribu ruprah}
c. Persekutuan Comanditer (CV) ... Ep. 25000
(dua puluh lima ribu rupiah)
Ty v L | R e P Rl e e A BR T Rp. 25000,
{dua pulubh lima nbu remah)
¢. Perusahaan Perorangan (FO). Kp. 10.000.-
{sepuluh ribu rupiah)
f Perusahaan Milik Negara/Perusahasn Daerah.. .. Rp. 50.000.-

B

(lima puluh ribu rupiah)
Bentuk Perusahaan lainnya (BUL) ... Rp 100000, -

(2} Setiap perusahaan schagaimana dimaksud avat (1) wajib melaksanakan daftar
ulang perusahaanmya setiap tahun;

{3} Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya Remibusi sebesas
50 % dari tarif pada ayat (1)

(41 Biava administrasi daftar awal adalah schagai berikut

&

Perseroan Terbatas (PT).... . Rp. 25.000.-
{dua piluh lima rnbu rupiah)

Koperasi {Bop)...c..ooovoer v tiis s e e Rp.  1.300-
(Serihu lima ratus rupiah)

Persekatuan Comanditer (CWV) ... Bp. 7.500-

{ Tujuh nbu Jima ratus rupiah)

B (R i R R Rp. 7500 -
( Tujah nbu lima ratus rupiah)

Perusahaan Perorangan (PU)._ Rp. 2.500-
{Dua ribue lima ratus rupah )

Perusahaan Milik Nepara/Perusahaan Dacrabh. . Hp. 15.000.-
{lima belas ribu rupiah |

Bentuk Perusahaan lainnya (BUL) ... Hp. 25.000,-
( Dua puluh lima ribu rumah)

{5 Dilarang memungut biayva diluar besarmya il yang wlah ditentukan schapameand
ayat (1) a sampai p, ayat {3) dan aval () pasal ini

Bl e Somrramare Wl ibo E i



jdih.metrokota.go.id

BAGIAN.HUKUM SETDA KOTA METRO

A b i W o me

BAB VII
EETIMTIIAN PERIZFINAMN

Bagian Pertama
Permokwsnan

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan Hukum vang akan mendirikan usaha atae memperioas
tempal usahanya harus memilikn Tanda Daftar Perusahaan;

{2} Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (13,
pasal ini harus menvampatkan permohonan kepada Kepala Dmerah melalui
Kepala Dinas;

(1) Bentuk permohonan dimaksud ayat (2) ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah
Tmerah,

(4} Pendaftaran perusahaan harus dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggungjawab
atau kuasa perusahaan yang sah kepada Kepala Daerah;

{5) Kuasa sebagaimana dimaksud Pasal ini ayvat (4) dapat menandatangani Formulir
pendaftaran Perusahaan,

Pasal [0

{1} Perusahaan-perusahaan vang dimaksod Pazal 3 avat (1) harus melamperkan:
1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (V1)

LR~ A

E.
h.

Asli dan copy Pendirian perseroan serta data akta pendinan perseroan.
Ashi dan copy akta perubahan pendirian persercan (apabila ada)

Asli dan copy keputusan pengesahan sebapar badan Hukum.

Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya.

Copy izin usaha atau sural keterangan vang dipersamakan dengan ity vang
diterbitkan olch instansi yang berwenang.

Copy Surat Tzin Tempai Usaha (SFTUYHO
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP)

Meraca.

2 Perusahzan berbentuk Persckotuan Comoditier {C%)

8

b,

Copy akta pendinan perusshaan
Copy Kartu Tanda Penduduk atau idenbilas lainnya.

Copy izin usaha alau sural kelerangan yang dipersamakan dengan ity yany
diterbitkan oleh instans yang herwenang.

Coopy Surat 1zin Tempat Usaha (SITUVHOC,
Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (WPWP)

Meraca

3. Perusahaan berbentuk Firma (1FA)

Copy akta pendirian perusahaan.
Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya,

Copy izin usaha alau surat keterangan yang dipersamakan dengan ftu yang
diterbitkan oleh mstans) vang berwenanis

Copy Surat Tein Tempat Usaha {S1TUVHO,
{.:'-'J‘]]}' Hﬂmnf Pﬂkﬂk vlflﬂ“h Pﬂ-'-ﬂk t'HF..llhrP]
Meraca
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4. Perusahaan berbentuk Kopcrasi
a. Copy akta pendirian perusahaan.
h. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identilas lainnya.

c. Copy surat penpesahan sebagal badan Hukum dan pejabal  yang
berwenang.

d. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan it vang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang,

e, Copy Surat [zin Tempat 1lsaha (SITURTIO
f. Copy Momor Pokok Wajib Fajak { NPWP)
g Meraca.
5. Perusahaan berhentuk Perorangan
a  Copy Karmu Tands Penduduk atau identitas lainnya.

b. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan i yang
diterbitkan oleh instans: yvang berwenang.

c. Copy Surat Izin Tempat Usaha (81T ySurat Keterangan Lurah.
6. Perusahaan lain

a,  Asli dan copy akla pendirian perusahaan,

b. Copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lammya.

¢, Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu vang
diterbitkan oleh instansi yanp herwenang,

d. Copy Surat lzin Tempat Usaha (511U HC.
e. Copy Nomaor Pokok Wapb Pajak (NF'W )
7. Kantor Cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan -
a  Copy akta pendirian perusahaan.
b. Copy Kartu Tanda Penduduk stau identitas lainnya.

c. Copy izin usaha atau surat keterangan vang dipersamakan dengan It vang
diterbitkan oleh instanst yang berwening.

d. Copy Surat Jzin Tempat Usaha (SITLUVHO.
e. Copy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP)
f. Meraca.

{2) Pendaftaran perusahaan bagi agen anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat {1} sesuai dengan bentuk perusshaan,
{3) Formulir pendaftaran perusahaan untuk perusahaan sehagaimana dimaksed ayal

{1} ditanda tangani oleh Direktur Utama, ircktor, Pengurus. Penanggungawab
atau Pemilik;

Pasal 11

(1) Selambat-lambatmya 14 (empar belas) han kera terhitung sejak dilerimanya
permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen schagaimana dimaksud dalam
pasal 10 ayat {1} secara lengkap dan benar, Kepala Dinas mensyahkan Pendallaran
Perusahaan dan menerbitkan TDP atas pelimpahan wewenang Kepala Dacrah;

iij TDP diterbitkan dengan mengeunakan blanko sebagaimana tercanium paida
lampiran Keputusan Kepala Dacrah ini dengan ketentuan :

a PT. berwama merah muda
b. CV. herwarna hijau muda

¢, Fa herwarna biru muds

4
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d. Koperasi berwarna kuning
€. Perorangan berwarna putih
f.  Perusahaan lain berwarna ungu

Pazal 12

TDP berlaku untuk jangka wakia 3 whun wrhitung mular anpeal diterbikan dan wayilb
diperbahar sclambat-lambatoya 2 bulan sebelum masa berlakunva berakhir.

Bagian Kedua
Penerbilan

[*azal 173

{1} Kepala Dinas menpadakan penelitian kelenpgkapan persyaratan permohonan TP
scbagaimana dimaksud Iasal 9 Peraturan Daerah inn;

(2) Ika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan dapat
diberikan bukti tanda terima;

(3) Sclambat-lambatnya dalam jangka wakiu 6 {enam) har kerja seiclabh permohonan
diterima, pejabat schagaimana dischut gvat (1) menctapkan Relrthusi vang wajib

dibayar.
. (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayvat (3) pemohon wajib
membayar Retribusi,
BAB V1l
WILAYAH PEMUNGLITAN
Pasal 14

Retribusi dipungut diwilavah tempal pelavanan Wajib Dafiar Perusahaan diberikan.

BAR X
TATA CARA PEMUNGUTAM

Pasal 15
{1} Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRT

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIRILISI

Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secars tunar;

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Ducrah melalui Bank sesuai dengan
wakiu yang ditentukan dengan mengeunakan SKRETY

{3) Tanda bukti pembayaran diserahkan kepada bendaharz penerima dinas untuk
dibukukan.

BAR XI
TATA CARA PENAGIHAM

Pasal 17

(1) Pengelvaran Surat Teguran/peringalan/sural lain vang  sepems sehagni vl
tindakan pelaksanaan penagihun Retribusi di keluarkan sesera setelah 7 (fujuh)
hari sejak jatub tempo pembayaran;

&

Pbs o, W i i 'l o e H
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(2) Dalam jangka 7 (mjub) hari sejak tanggal teguran/peringatan‘swrat lam yaog
sejenis, wagib Retribusi harus melmnsi Retribusinya vang terutang;

{3) Swat Tepuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluakan oleh pejabat yang
difumguk.

BAR XTI
SANEST ADMINISTRASI
Paasl 18

{1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membuayar Retribusi Daftar Ulang tepaf pada
waktunya atau lorang membay maka dikenalon sanks::

(2) Apabila pemilik TDP tersebut tdak mengindahlas ketentuan  sebagammana
dimalezud Pasal 18 avat (1) meka TDP yang dimililanya dicabot.

Paual 19

{1} Eepala Daerah dalam waktu paling lana 3 {tiga) bulan sejuk tanogal suest
keberatan diterima haus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan,

(2) Eepumsan Fepala Dosrah di ates kelen atan dapat berupa menerina atan menolak
untuk menambah besarmya Retribuws ymng terutang,

(1} Apabila jangka wakin schagaimana dimeksud ayat (1) telah Jewst don Eepala
Daerab tidak memberikan susiu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut
dagrat dilabullan

BAR X1l
EETENTUAN PIDANA
Pazal 20}

{1) Wajib Retibusi vang tdak melaksanakan kewajiban cehingga merugikan
kovangan Dmersh disncam pidans lunmgan paling lama & bulan dan denda
sebanyak-banyvalmya Rp. 5.000.000,- (lima jata ropuah);

(2) Tindak pidana yag dimaksud ayat {1} pasal ini adalah pelangearan

Pasal 21
Petugas pelaksana vang dengan  sengaja melalakan tindakan yang nyata-nyata
merngikan Pemerintah Daersh dan stau masyarakat akan diaobil tindakan sesual
pershiran Perundang-nndangan ymmg berlak

BAB XV
PENYIDIEAN

Pasal 22

(1) Pejubat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglungan Pemerintah Dacrah diberi
wewenang khisus sebagai penyidik untuk mclalokan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribnsi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tabwn 1981 tentang Hudum Acara Pidana,

{2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimalend pada ayat (1) adalab -

i Menerima, mencari. mengompulicn dan meneliti ketoraigsy atan laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah aga keferangan
atnu laporan tersebut menjadi lenghap dan jelas.

b Mensliti mencar, menemmpullan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehmbungan dengan tindak
pidana dibidang Fetribuzt Daerah.

¢, Meminla kelesangan dan bahan buku dari orang pribadi stau badan sehubuongan
dengan tindak pidana di bidang Retribuzi Daerah.
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Memenksa buku-buku, catatan-catatan berbenaan denpan Gmisk  pidana
didang Retnbusi Daerah.

Melakukan penggeledaban untuk mendapatkan bahan bukn  pembukuean,
pencatatan serta melakukan penvitaan terhadap bahan bukti tersebut

Meminis banluan tenage ahli dalam rangka pelaksanakan tugas penyidikan
tindak pidana dikidang Retribusi Dasrah.

Menyuruh berhenti, melarang scscorang meninggalkan ruangan alaw lempat
pada saal pemenksaan sedang berlangsung serta memeriksa ident:tas orang dan
atan dokumen yvang dibawa sehagaimang vany dimaksud pada hurof .

Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana dibidane Retnbusi
Daerah,

Memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa  sebagai
lersanpka atau saks

Menghentikan pemyvidikan,

Meclakukan tndakan lain yang peclu untuk kelancaran penyidikan tindak

Pidana dibidang Retrnbusi  Daerah  menorat  hukum vang  dapat
dipertangrunmavabkan

(3} Penyidik sebagaimana dimaksud avat (1) memberitahukan dimulainva penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesual dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-usdanp Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum
Acara Pidana.

BAR XV

KETENTUAN PENIITLIP
Pazal 23

Tata Laksana Pergluran Daerah merupakan bagan vang tak terpisahkan dengan
Peraturan aerah i diatur dengan Kepulusan Kepala Daerah,

Pasal 24

Peraturan Dacrah im mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Apar seliap orang dapat mengelahumya, memenintahkan  pengundangan

Peraturan Daerah i denpan menempatkanya dalam Lembaran Daerah Kot Metra |

[izahkan di Metro

Pada tanggal 22 Mei 2002
WALIKOTA METRO,

Men

0“{ MOFES HERMAN —

10
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d. Memenksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan denpan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah

¢. Melakukan penpgeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan serta melakukan penvitaan terhadap bahan bukt terschut

f Meminta banman tenaga ahli dalam rangka pelaksanakan mgas penyidikan
tindak pidana dibidang Ketnbusi Daerah.

g Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan rusngan atan lempal
pada saat pemeriksaan sedang herlangsung serta memeriksa identitas orang dan
atau dokumen vang dibawa sebapaimana yanp dimaksud pada horufl ¢,

h. Memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
aerak,

L. Memanggil orang untuk didengar ketersngannya dan dipenksa sebapgar
tersanghka atan saksi

1. Menghentikan penvidikan.

k. Melakukan bndakan lain yang perlu umtuk kelancaran penyidikan tindak
Fidana  diidang Retnbusi Dacrah menumat hukum vang dapat
dipertangpungjawabkan,

. (3} Penyidik sebagaimana dimaksud aval {1} memberilahukan dimulainva penyidikan
dan menyampaikan hasil penyvidikannva kepada Penuntut Umum, sesua dengan

kctentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomeor 8 tahun 1981, tentang Hukum
Acara Pidama,

BAB XV
KRETENTUAN PENLTUP
Pasal 23

Tata Laksana Peratowran Daerah meropakan bagion yang tok terpisahkan dengan
Peraturan Daerah imi diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah.

Pasal 24

Peraturan Daerah in mulai berlake pada tanggal dinndangkan.

. Agar setap omang dapat mengetahuinya, memerntahkan pengundangan
Peraturan Daerah im dengan menempatkanya dalam Lembaran Daerah Kota Metro |

IMsahkan 41 Metro
Pada tangeal 22 Mer 2002
ALIKOTA METRO,

Ay, .

MOZES HERMAN

P, ko hopuanay ‘Wotts da ks 'I |:l
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Memenksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak  pidana
ditndang Retnbusi Daerah,

Melakukan penppeledaban untuk mendapatkan bahan bukti  pembukuoan,
pencatatan serta melakukan pematann terhadap bahan bukn terschus.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranpgka pelaksanakan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Menyuruh berhenti, mclarang sescorang meningealkan ruangan alau lempat
nada saal pemeriksaan sedang berlanpsimg serta memeriksa identitas orang dan
atau dokumen vang dibawa sehagaimana vang dimaksud pada huruf €.

Memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daetah,

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa  sebapai
tersanghka alou saks,

Menghentikan penvidikan

Melakukan tndakan lain vang perlu uniuk kelanesran penvidikan tindak
Pidana  dibidang  Rembust Daerah menuret hukum vany  dapat
dipertanggungawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membenitshukan dimulaima penyidikan
dan menvampaikan hasil penyidikannys kepada Penuntut Umuem, sesum dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor B tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidans.

BAR XV

KETENTLI AN PEMLITLIF
Pasal 23

Tata Laksana Peraturan Daersh meruwpakan bagian yang tak terpisahkan dengan
Peraturan Dacrah il diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah,

Pazal 24

Peraturan Daerah ini mula berlake pada tangpal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahnma, memernntahkan  pengundangan

Peraturan Dacrah ini dengan menempatkanya dalam Lembaran Daerah Kota Metro

[nsahkan di Metro
Fada tangeal 22 Mei 2002
AT TROTA METEO.

MOFES HERMAN
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO)
MNOMOR © 04 TAHUKN 2002
TEMNTANG
RETRIBLIST WAJTE DAFTAR PERUSAHAAN

PENJELASAN TUMUM

Daftar perusahaan sebagai sustu sumber informasi resmi mengenai identitas,
hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Perkembangan kegiatan ekonomi
khususnya vang dewasa ini sudah semuakin mcningkat maka wajit Dafrat Perusahasn
sudah divsahakan sangat perlu. Perlindungan kepada perusahaan-perpsihaan vang
menjalankan usshanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu twuan utama
sedanghkan wajib daftar perusahaan schagai upays dalam mewwindkan pemberian
periindungan tersebut, sealsh juga memudahkan pembinaan kepada dunia usaha dan
perusahaan khosus golongan  ekonomi lemah, Bagi Pemerintah adanva  dafiar
perusahaan sangal penting karena aksn memudahkan sewaklu-walktu dapal mengikuti
sccara seksama keadasn dan perkembangan sehemamva dar dumia usaha secara
menyeluruh dengan demikian pemerintzh dapat memperoleh informasi dan fungt
herzuna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan
timbingan pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serts dapat menciptakan iklim
usaha vang sehat dan tertib. Disampaing untuk kepentingan tersebut distas wajib daftar
perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Dacrah.

Bagt duniy usaha dafiar perusahaan penting untuk mencegah dan menghindar
prakick-praktek ussha yang tidak jujur (persaingan curang. penvelundupan dan lain-
lain} juga merupakan sumber informasi resmi mengenai  iwdentitas dan hal-hal
menyangkut dunia wsaha dan perusahaan vang didirikan maka kepada semun pihak
vang berkepentingan diberikan kesempatan agar dapat secara mudah mengetahui dan
meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenal hal-hal sebenarnys tentang
sualu perusahaan. Tadi dengan dullar perusahaan dapat dicegah dan dihindarkan
timbulnye perusahaan-perusahasn dan badan-badan usaha vang bdak bertanggung
jawab serta dapat merugikan masvarakat

. PENJCLASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Retribust dipungut atas pelavanan pendafiaran perusahaan vang diberikan olch
pemeriniah Eota Metro

Pusal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
FPasal o
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal ¥
Avat |
Cukup jelas
Ayar 2
Cukup jclas

L bek i peria et Wil Dalir Persatuan fiy 11
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Bentuk perusahaan ditctapkan oleh Pemerintah Dacrah
Ayat 4
Cukup jelas
Avat 5
Cukup jclas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Pazal 11

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Retribusi dipungut ditempat pelayanan wajib daftar perusahaan diberikan atau
dapat dipungut dilokas perusahaan.
Pasal 14
Cukup jelas
Pazal 15

Pasal 16
‘.‘ Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 1%
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20

Pasal 21
Cukup jelas
y Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
.'. Cukup jelas

{ Tarmbahan Lembaran Daerah Nomor ]

-
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